PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR >? TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN/PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGE
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E%A

a.

BUPATI BANYUASIN,

bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar
9 Tahun dan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan daya tampung erta memperluas
kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan
tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah enengah Kejuruan
(SMK) " Negeri dalam Kabupaten | Banyuasin, perlu
didirilggn Unit Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah

Kejur\_'g‘!én (SMK);

bahwg untuk melaksanakan Keputusan Menteri
Pendigjkan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman
Pendifjan  Sekolah, yang berwepnang menetapkan
Pendi Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan jenjang
pendid{kan yang menjadi kewenangannya adalah Bupati,
dan uptuk Sckolah Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten;

bahwa pembentukan/pendidian SD Negeri dan SMK
Negeri dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung
oleh anak usia sekolah PAUDI?V/'TK dan tingkat
SMP/MTs dalam wilayah Unit Sekclah Baru (USB)
tersebut; e‘

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf e, perlu
diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.

Undarrg-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Pembgptukan Kabupaten Banyuasin di  Provinsi
Sumaggra Selatan (Lembaran Negara|Republﬂc Indonesia
Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4181); |

I
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran | Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

W 3.Undang...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran| Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor |5587) sebagaimana
yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjibahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Keputusan  Menteri Pendidikan | Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyugsin Nomor 2 Tahun
2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran |Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2012 Nomor 33, bahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun|2012 Nomor 013);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16)
sebaggimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daeray Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014
Nomor 59, Tambahan Lembaran [Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2014 Nomor C36);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyugsin Nomor 7 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan tan Belanja Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 54 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin (Berita E?aera.h Kabupaten
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 39) | sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan | Bupati Banyuasin
Nomor 765 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2015 Nomor 96); '

.Pcratq"giﬂn Bupati Banyuasin Nomoy 241 Tahun 2015

tentang Penjabaran Anggaran Pendagpatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin |Tahun 2015 Nomor
241).




Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG
PEMBENTUKAN/ PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERT
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM

KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudgdengan -

1.
2.

g.

Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
Pemerintah Daerah adalah kepala| daerah yang

.

memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banyuasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembags Perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai ung Peényelenggara
Pemerintahan Daerah. |

Wakil Bupatj adalah Walki] Bupati Banyy lsin.

Dinas Daprah adalah Dinag Pendidikan Kabupaten
Banyuasin;_'

Unit Pelak’gﬁna Teknis (UPT) adalah Dinas Pendidikan
Kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar ( KB).
Kecamatary adalah Kecamatan dal Kabupaten
Banyuasin, |

Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin
adalah Dipas P:::ndidikan, UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Satuan
Pendidilan PAUDN], SD/SDLB, SMP, SMA dan Smic

BAB II
PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati inj, dibentuk Unit Sekplah Baru SD
Negeri dan SMK  Negeri dalam Kabupater Banyuasin
sebagaimang tereantum dalam lampiran Yang merupakan

bagian tidak terpfgahkan darj Peraturan Bupati inj.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin
bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan

ini kepada Bupati Banyyasin.

Pasal 4

Biaya Operasiona] Sckolah dan belanja pegawaj dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuasin dap sumber lain yang sah sesyaj dengan

BAT 1I1... .



BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaiku pada tanggal
diundangkan. |
Agar setiap orang mengetahuiny. memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini de gan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Dltetapkan di Pangkalan Balai

Diundangkan di Pa.n%kalan Balai
Pada tanggal 2016
sn:mi#mms DAERAH
HABUPA%EN BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR 23
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